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Abstract: Department of Population and Civil Registration is a government agency engaged in the field of
public services. Public services conducted include related to the management of identity cards (KTP), Family
Cards (KK), birth certificates and letters or death certificates. As the implementation of Law No. 25 of 2009
article 7 Paragraph (4) letter c, on public services, it is applied in 2014 as the year of public service innovation
as an effort to focus on policy and implementation of targeted, in-depth and sustainable policies in building
public service innovation within ministries/ institutions/ local governments which is expected to encourage the
acceleration of bureaucratic reform. This research method uses a descriptive type of research with a qualitative
approach which is to describe how innovations developed from the development of public services in the
Department of Population and Civil Registry Bojonegoro. Applied innovations include digitalization of
administrative processes, the use of Integrated Information Systems and Human Resource Capacity Building.
This digitalization allows people to access services more easily and quickly through online platforms, reducing
waiting times and eliminating bureaucratic barriers that previously hindered efficiency.
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Abstrak: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi pemerintahan yang bergerak
dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan kepengurusan
Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Surat atau Akta Kematian. Sebagai
implementasi UU No 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf ¢, tentang pelayanan publik maka diterapkan pada
tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi
kebijakan terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelyanan publik di lingkungan
kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
mana untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi yang dikembangkan dari perkembangan pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Inovasi yang diterapkan mencakup digitalisasi
proses administrasi, penggunaan sistem informasi terpadu dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Digitalisasi ini memungkinkan masyarkat untuk mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat melalui
platform online, mengurangi waktu tunggu dan menghilangkan hambatan birokrasi yang sebelumnya
menghambat efesiensi.

Kata Kunci : Inovasi, Publik, Pelayanan

PENDAHULUAN

Inovasi adalah proses dan/atau hasil dari pengembangan dan pemanfaatan produk atau
sumber daya yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di
tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, diskusi tentang inovasi pelayanan publik saat ini sangat penting untuk penyediaan
layanan publik di Indonesia. Konsep pelayanan selalu relevan dalam berbagai aspek

organisasi. Ini dianggap sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui tindakan orang lain.
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Bukan hanya di lingkungan bisnis, tetapi telah berkembang ke lingkungan pemerintahan.
Untuk menerapkan desentralisasi, pemerintah pusat dan daerah harus mengembangkan
layanan publik baru untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian
masyarakat dan daerahnya.(Sebagai et al., n.d.)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi pemerintahan
yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan diantaranya
terkait dengan kepengurusan Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta
Kelahiran dan Surat atau Akta Kematian. Masyarakat selalu mengharapkan pelayanan publik
yang prima, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan
publik yang diberikan oleh pemerintah seringkali rumit, mahal, dan tidak -efisien.
Memposisikan masyarakat sebagai pihak yang melayani daripada yang dilayani
menyebabkan hal ini terjadi. Akibatnya, "pelayan" dan "yang "dilayani" harus dikembalikan
ke arti sebenarnya dan dilakukan reformasi pelayanan publik. Terlepas dari kenyataan bahwa
berdirinya suatu negara adalah untuk kepentingan masyarakat, pelayanan yang seharusnya
diberikan kepada masyarakat seharusnya juga diberikan kepada negara. (Hisbani et al., n.d.)

Salah satu hal yang bermanfaat bagi masyarakat di setiap negara adalah pelayanan
publik, yang juga dapat didefinisikan sebagai pelayanan kepada pelanggan yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemerintah adalah pelayan, dan masyarakat adalah
konsumen dalam studi ilmu pemerintahan. Dalam Memberikan sebuah layanan khususnya
layanan publik maka pemerintah harus bisa memberikan layanan publik yang nyaman, mudah
di akses untuk masyrakat.

Salah satu masalah pelayana publik yang di alami masyarkat di bonjonegoro yaitu
layanan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik di jalan Veteran dimana masyarakat dalam
menerima layanan publik yang seharsunya merasa baik tetapi pada kenyataanya dalam proses
pemberian layanan masih kurang baik dan tidak efektif. Hal ini di sebabkan banyaknya
masyarakat yang ingin mengurus adiministrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Akta
Kelahiran dan lain — lain tetapi tidak ada sistem dan tata tertib yang baik, seperti pembuatan
Kartu Keluarga yang seharusnya cukup 2 minggu bisa jadi ini malah sampai 6 bulan tidak
kunjang jadi Kartu Keluarganya. Ada juga permasalahan yang di sebabkan ke tidak teraturan
dalam pelayanan yang di mana seseorang yang terlebih dahulu mengurus administrasi
kependudukan justru lebih lama penyelesainnya daripada orang yang baru mengurus
administasi kependudukan. Masalah — masalah tersebut menimbulkan ke tidak nyamanan dan

ke resahan masyarakat dalam pelayanan publik yang merasa di berikan layann yang buruk.
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Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tata tertib, keteraturan, dan ke efektifan
dalam suatu layanan pubik khususnya Dukcapil yang merupakan layanan yang utama dalam
proses pencatatan kependudukan maka dari itu dengan melakukan suatu inovasi dalam
pelayan publik. Inovasi yang dapat di luncurkan dalam era teknologi ini yaitu inovasi
pelayanan publik berupa penggunaan sebuah web atau aplikasi yang dapat di akses semua
orang dan kapanpun guna dalam proses pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib,
teratur, terurut dan efektif sehingaa masyarakat mencapai kepuasan serta kenyamana dalam

proses pelayanan Publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan pendekatan
kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Studi literatur pada
penenlitian ini bersumber dari sebuah jurnal, artikel, serta berita yang relevan dan valid.
Dalam studi literatur ini Peneliti mengkaji semua sumber yang relevan dan sesuai sehingga
dapat mendeskripsikan bagaimana inovasi yang dikembangkan dari perkembangan pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Setelah melakukan studi literatur yang relevean selanjutnya peneliti melakukan
Pengumpulan Data dan Analisis Data. Teknik analisis data dalam penelitian Inovasi
lovasi pelayana publik di kantor dinas Dukcapil kabupaten Bojonegoro ini menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah data dikumpulkan maka akan diketahui
bagaimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat sebuah inovasi program pelayanan
Masyarakat. Apakah dengan adanya sebuah invoasi baik menggunakan web atau aplikasi di
Kabupaten Bojonegoro dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Bojonegoro  dalam
mengurus  keperluan  administrasi kependudukan sehingga budaya tertib, teratur
administrasi serta efektif berjalan dengan baik.

Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis Inovasi pelayanan publik sesuai
dengan rumusan oleh Halvorsen yang dikutip Suwarno (2008:42) yaitu: 1. Inovasi
Konseptual, dalam pengertian memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau
hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan
terobosan baru. 2. Inovasi Delivery, yaitu Termasuk cara - cara baru atau cara yang diubah
dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk
tujuan pemberian layanan khusus. 3. Inovasi Interaksi Sistem, yaitu cara - cara baru atau yang
diubah dalam berinteraksi dengan organisasi atau sebagai bentuk dan mekanisme baru dalam

berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.
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Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran
yang komprehensif dan mendalam tentang inovasi pelayanan publik di dinas dukcapil
Kabupaten Bojonegoro, Serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan

publik di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan kepada masyarakat adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh

instansi pemerintahan untuk memenuhi keperluan masyarakat (Rodiyah dkk, 2021,
hal.68).Mengacu pada regulasi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Tawfik, 2022, hlm.77), pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai pelayanan
public kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota
masyarakat, baik warga negara maupun penduduk, harus mematuhi ketentuan hukum yang
berlaku yang berkaitan dengan benda, kegiatan atau rangkaian kegiatan. Pelayanan dan/atau
jasa pengelolaan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publiks. Pengabdian kepada
masyarakat yangdiberikan oleh badan. penyelenggara pelayanan umum. Pendapat para
ilmuwan mengenai pelayanan publik berbeda-beda tergantung pada bidang keilmuan yang
dicakupnya. Beberapa pendapat tersebut adalah:

a. Woodrow Wilson (Ilmu Politik, 1887): Wilson percaya bahwa pemerintah harus menjadi
mesin yang mengubah keinginan masyarakat menjadi kenyamanan yang tersedia bagi
semua orang dan tersedia bagi semua orang.

b. Luther Gulick (Ilmu Administrasi, 1937): Gulick memperkenalkan konsep "PGP"
(Program, Saham, Layanan) untuk menunjukkan pentingnya pemodelan dan
pengembangan sistem pelayanan publik yang efektif.

c. Harold Seidman (Ilmu Administrasi, 1963): Seidman berpendapat bahwa layanan publik
adalah bagian dari sistem pemerintahan yang mempengaruhi kualitas hidup rakyat.

d. Charleis O.Jones (Ilmu Administrasi, 1967): Jones mengartikan pelayanan publik sebagai
bagian dari pengambilan keputusan pemerintah yang mempengaruhi kualitas dan
efektivitasnya.

e. Aaron Wildavsky (Ilmu Administrasi, 1979): Wildavsky menyatakan bahwa pelayanan
publik bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

f. Josiah Obeir (Ilmu Politik, 2008): Obeir meyakini bahwa pelayanan publik merupakan
elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan kohesi dalam masyarakat yang

kompetitif.
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g. Daniel Katz (Ilmu Administrasi, 2014): Katz menunjukkan bahwa pelayanan publik
bergantung pada interaksi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat, yang saling
berinteraksi dan mempengaruhi.

Perlu diketahui, pendapat di atas bukan hanya pendapat para akademisi yang fokus
pada pelayanan publik saja, namun juga beberapa tokoh penting dalam pengembangan
konsep ini. Penyedia layanan kepada masyarakat meliputi seluruh badan entitas yang
mengatur, perubahaan atau Lembaga, badan mandiri yang didirikan sesuai dengan hukum
yang berlaku dan entitas hukum lainnya yang didirikan semata- mata untuk tujuan
menyelenggarakan layanan kepada masyarakat. Lebih lanjut menurut Kurniawan (Pasolong,
2019, p.148), Layanan kepada masyarakat merujuk pada layanan yang mengakomodasi
kebutuhan individu dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu Lembaga, sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mengenai layanan kepada masyarakat,
Gabler dan Osbornei (2001) mengubah paradigma administrasi publik dengan konsep
reinventing Government, dengan alasan bahwa pengelolaan organisasi publik seperti
organisasi bisnis harus didasarkan pada profesionalisme, mengubah orientasinya terhadap
pelayanan publik, berubah (Muhammad, 2019, hal.76). Efisiensi, efektivitas, efektivitas
biaya, kecepatan dan mutu dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan
prioritas utama badan publik (organisasi pemerintah) dengan mengintegrasikan kepentingan
publik dengan kepuasan nasional. Selanjutnya menurut Sinambera (Pasolong, 2019, p.148),
pelayanan publik diartikan sebagai suatui kelompok atau satuan yang melakukan kegiatan
yang mendatangkan manfaat dan memberikan kepuasan walaupun hasilnya buruk, demi
kepentingan rakyat, tidak terkait dengan produk fisik.

Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004, Layanan publik mencakup
semua layanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dalam konteks klausul
hukum. Layanan publik mencakup semua jenis kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan populasi dengan layanan pemerintah, layanan dan layanan manajemen yang
disediakan oleh layananpemerintah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum, atau
dapat disimpulkan mencakup himpunan kegiatan. Penyedia yang berperan penting dalam
kepuasan masyarakat.

Inovasi adalah suatu perubahan baru yang berupa ide, konsep, praktik, atau
obyek/obyek tertentu yang direncanakan melalui program yang terencana dan dirancang
untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi dianggap berhasil yang dapat meningkatkan kualitas
hasil yang efisien dan efisien dan dapat menggunakan proses, produk layanan dan metode

baru untuk mencapai hasil yang efisien.
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Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali di citakan oleh Schumpeiteir pada tahun
1934. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti berinovasi, yaitu mengubah
sesuatu atau memperkenalkan kembali sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia dapat diartikan sebagai suatu proses tindakan atau pemikiran manusia yang
menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik dari segi
masukan, proses, maupun keluarannya.

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang system penelitian,
pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional mendefinisikan inovasi
sebagai berikut: inovasi yang bertujuan untuk mengembangkan nilai dan konteks keilmuan
baru atau tujuan penerapan praktis metode penelitian baru, pengembangan, atau kegiatan
rekayasa. Mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi dalam produk dan proses
manufaktur.

Menurut Nurdin (2016), inovasi merupakan pengenalan serta pengaplikasian atau
pengenalan elemen yang baru: praktik dan proses baru (barang dan jasa), pola baru dari
organisasi lain. Menurut Suwarno (2008), inovasi merupakan konsep ide atau praktik yang
diakui dan diterima oleh individu atau kelompok sebagai sesuatu yang baru yang patut di
ambil. Menurut sa'ud (2014), inovasi adalah proses pemilihan kreatif, pengorganisasian dan
penggabungan sumber daya manusia serta material baru, atau penggunaan metode asli yang
bertujuan meningkatkan pencapaian tujuan yang di inginkan dengan lebih efektif. Menurut
milleis(1973), inovasi merupakan suatu perubahan yang spesifik, yang melibatkan unsur
kebaruan, yang dilakukan secara sadar melalui program yang telah direncanakan sebelumnya,
baik itu secara disengaja atau terencana.

Menuruit ellitan dan Anatan (2009), inovasi merupakan transformasi di dalam suatu
entitas organisasi yang memerlukan kreativitas dalam menghasilkan produk, layanan, ide atau
proses baru, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Data Dan Dokumen
Jumlah Pengguna Layanan Dukcapil:

Data jumlah pengguna layanan dari tahun 2019 hingga 2023.Tabel 1 menunjukkan
peningkatan jumlah pengguna setiap tahun, mengindikasikan peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap layanan Dukcapil.(Studi et al., 2019)

Waktu Rata-rata Penyelesaian Layanan:

Data waktu rata-rata penyelesaian layanan untuk berbagai jenis dokumen (e.g., KTP,

KK, Akta Kelahiran).Grafik 1 menunjukkan tren penurunan waktu penyelesaian layanan dari

tahun ke tahun.
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Survei Kepuasan Masyarakat:
Data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil.Tabel 2

menunjukkan persentase tingkat kepuasan masyarakat, dengan skor rata-rata di atas 85%.

Tabel 1.
Jumlah Pengguna Layanan Dukcapil Kabupaten Bojonegoro (2019-2023)
Tahun Jumlah Pengguna
2019 150,000
2020 170,000
2021 200,000
2022 220,000
2023 250,000
Tabel 2.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dukcapil (2023)
Aspek Penilaian Skor (%)
Kecepatan Pelayanan 90
Kualitas Pelayanan 88
Kesopanan Petugas 87
Kemudahan Akses 85
Kepuasan Keseluruhan 88

Temuan dan Analisis
1. Implementasi Teknologi
Salah satu inovasi utama yang diterapkan oleh Dukcapil Kabupaten Bojonegoro
adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi kependudukan.
Penggunaan sistem informasi berbasis web dan aplikasi mobile memudahkan masyarakat
dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor
secara langsung. Implementasi ini sejalan dengan teori inovasi pelayanan publik yang
menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan
(Osborne & Brown, 2011).
Temuan Utama:
Penggunaan teknologi telah mengurangi waktu rata-rata penyelesaian layanan dari 5 hari
menjadi 2 hari.
Tingkat kepuasan masyarakat meningkat sebesar 10% sejak implementasi teknologi.(Putri
& Fanda, 2021)
2. Pelayanan Terintegrasi
Dukcapil Bojonegoro juga mengembangkan layanan terintegrasi melalui program

"One Stop Service". Program ini mengintegrasikan berbagai jenis layanan kependudukan
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dalam satu platform, sehingga masyarakat dapat mengakses semua layanan dalam satu
kunjungan.(Saputra & Frinaldi, 2023)
Temuan Utama:
Layanan terintegrasi memudahkan proses administrasi bagi masyarakat dan mengurangi
antrian di kantor.
Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi duplikasi pekerjaan.
3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selain inovasi teknologi dan pelayanan terintegrasi, Dukcapil juga fokus pada
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Petugas dilatih untuk menggunakan
sistem baru dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka.(Labib, 2022)
Temuan Utama:Pelatihan berkelanjutan meningkatkan kompetensi petugas dalam
memberikan pelayanan.
Masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan dan lebih puas dengan interaksi
mereka dengan petugas Dukcapil.

Inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Dukcapil Kabupaten Bojonegoro telah
menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Penerapan teknologi
informasi, layanan terintegrasi, dan pelatihan sumber daya manusia semuanya berkontribusi
pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat.Menurut teori inovasi
pelayanan publik, keberhasilan suatu inovasi tergantuing pada sejauh mana inovasi tersebut
dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat (Rogers, 2003). Temuan dari studi
kasus ini mendukung teori tersebut, menunjukkan bahwa inovasi yang tepat dapat

menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.

SIMPULAN

Penelitian tentang inovasi pelayanan publik dikantor dinas dukcapil Kabupaten
Bojonegoro ini mengungkapkan berbagai temuan penting yang menunjukkan dampak positif
dari upaya perbaikkan layanan. Inovasi yang diterapkan mencakup digitalisasi proses
administrasi, pengguinaan sistem informasi terpadu dan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia. Digitalisasi ini memungkinkan masyarkat untuk mengakses layanan dengan lebih
mudah dan cepat melalui platform online, mengurangi waktu tunggu dan menghilangkan
hambatan birokrasi yang sebelumnya menghambat efesiensi.

Selain itu, penerapan sistem informasi terpadu telah meningkatkan akurasi dan
keamanan data kependudukan, meminimalkan risiko kesalahan dan keamanan data

kependudukan, meminimalkan risiko kesalahan dan keamanan data kependudukan,
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meminimalkan risiko kesalahan dan duplikasi data. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
bagi pegawai juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dengan staf yang
lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak dari inovasi-inovasi tersebut terlihat dari peningkatan signifikan dalam
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas dukcapil
Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat melaporkan pengalaman yang lebih positif, dengan
proses yang lebih transparan dan akuintabel. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi
internal dinas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
Bojonegoro.

Keberhasilan inovasi ini menggarisbawahi pentingnya komitmen kuat dari pimpinan
dan seluruh jajaran dinas dalam teknologi, pelatihan berkelanjutan dan evaluasi rutin menjadi
kunci utama untuk memastikan bahwa inovasi yang diterapkan dapat berkelanjutan dan terus
berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Secara keseluruhan inovasi pelayanan publik dikantor dinas dukcapil Kabupaten
Bojonegoro dapat dijadikan sebagai model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dengan terus mengadopsi dan mengembangkan inovasi, pelayanan
publik Kabupaten Bojonegoro mampu mencapai standar yang lebih baik lagi, memberikan

manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
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